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Abstrak  

Petinggi Kampung adalah pemimpin pemerintah daerah tertinggi di tingkat desa. 

Namun bagaimana pengaruh jenjang pendidikan Petinggi Kampung terhadap 

kinerja pemerintahan desa mengingat tugas dan wewenang nya yang sangat besar 

bahkan melebihi kepala lurah yang memiliki wewenang sangat terbatas serta 

dijawibkan PNS dengan pendidikan minimal S1. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh tingkat pendidikan serta faktor yang mempengaruhi terhadap 

kinerja Petinggi Kampung di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat Dan Desa Tanjung 

Jan dan mencari tau apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambat kinerja 

Petinggi Kampung dalam menjalanakan program pemerintah desa. Penelitian 

dilakukan dengan pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis 

dan kenyataan yang ada serta deskripsi analisis. Hasil penelitian yang diperoleh 

bahwa; Pertama, bahwa Petinggi Kampung dengan pendidikan Sarjana memiliki 

kemampuan administrasi dan adaptasi kebijakan yang lebih sistematis, sedangkan 

Petinggi Kampung yang berpendidikan SMA tetap mampu menjalankan 

pemerintahan desa karena adanya pengalaman dan dukungan pelatihan dari 

pemerintah. Perbedaan jenjang pendidikan tidak secara signifikan memengaruhi 

hasil kinerja, karena ada pelatihan dan pembinaan non-formal yang menunjang 

untuk meningkatkan kapasitas Petinggi Kampung. Kedua, Faktor pendukung 

Petinggi Kampung dalam melaksanakan tugasnya karena budaya gotong royong 

yang masih melekat sehingga program pemerintah desa mudah diterima 

masyarakat dan Petinggi Kampung dengan masyarakat sangat penting, fasilitas 

memadai, dan faktor penghambatnya kurang kesadaran akan pentingnya 

pendidikan Petinggi Kampung karena keterbatasan pendidikan di desa membuat 

masyarakat kurang kritis, politik balas budi yang dilakukan Petinggi Kampung 

yang justru menghambat proses berjalannya pemerintahan desa. 

Kata Kunci: Jenjang Pendidikan, Petinggi Kampung, Kecamatan Jempang. 

 

 

 

https://ejournal.karyariset.id/krpi/index.php/milrev/about
mailto:admin@karyariset.id


Analisis Yuridis dalam Penetapané., 

40 Al-Mizan: Islamic Law Review Journal, Vol. 1, No. 1 Tahun 2026 
 

 

A. Pendahuluan 

Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provnsi dan 

didalamnya terdapat daerah yang lebih kecil yaitu Kabupaten/Kota, kemudian 

Kecamatan hingga yang lebih kecil yaitu Desa/Kelurahan. Daerah-daerah tersebut 

menjadi satu-kesatuan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang 

Dasar 1945 telah memberikann kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan 

otonomi daerah. Dengan demikian perlu adanya pengaturan hubungan yang serasi 

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dapat menjamin 

perkembangan dan pengembangan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintah 

desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 

desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakatnya.1 

Dalam tingkatannya, setelah kecamatan, pemerintah desa yang langsung 

melayani masyarakat merupakan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan. 

Meskipun otonom desa memiliki haknya sendiri dalam kaitannya dengan 

kecamatan dan kelurahan. Pemerintah desa harus lebih mencerminkan sistem 

demokrasi karena pada dasar nya Kepala Desa/Petinggi Kampung dipilih oleh 

masyarakat demi perbaikan agar proses pembangunan desa dapat berjalan dengan 

lancer dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.2 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa 

penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi 

daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat khususnya masyarakat 

daerah, maka perlu diselenggarakan otonomi luas kepada daerah yang merupakan 

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.3 Sehingga lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi 

 
1  Ayu Widiya Ningsih, et.al., òKepemimpinan Kepala Desa Dalam Menjalankan 
Tugas Di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paseró, dalam 
Jurnal Administrasi Negara edisi no. 2, Vol. VII, 2019. 

2  Vina Andria Puspa, òEvaluasi Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan 
Fungsu Dan Perannya Di Era Pandemi Covid-19 Desa Komodo Kacematan 
Komodo Kabupaten Manggarai Barató, (Universitas Muhammadiyah 
Mataram:2023). 

3  Bambang Adhi Pamungkas, òPelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desaó, dalam Jurnal USM Law Review, 
no. 2, Vol. II, 2019. 
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menjadi subyek pembangunan. Sebagaimana desa mendapatkan hak dan kewajiban 

untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri. 

Desa dipimpin oleh Kepala Desa/Petinggi Kampung sebagai pemerintah 

yang menjalankan fungsi otonomi daerah seperti yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur mengenai wewenang, tugas, dan 

kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan di Desanya dan melaksanakan 

tugas dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah. 

Tugas Kepala Desa/Petinggi Kampung adalah menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa, dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Dalam menyelenggarakan 

pemerintahan desa, Kepala Desa/Petinggi Kampung bertugas mengurus urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, seperti administrasi kependudukan, 

pertanahan, perizinan, ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, dan 

lain-lain.4 

Struktur Organisasi Kepala Desa/Petinggi kampung:  

1. Kepala Desa/Petinggi Kampung  

2. Sekretaris Desa 

3. Kepala Seksi Pemerinthan 

4. Kepala Seksi Kesejahteraan  

Dalam melaksanakan pembangunan desa, Kepala Desa/Petinggi Kampung 

bertugas merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi program-

program pembangunan yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, dana 

bagi hasil, bantuan keuangan, dan sumber-sumber lain yang sah. 

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, Kepala Desa/Petinggi 

Kampung bertugas mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

desa, seperti administrasi kependudukan, pertanahan, perizinan, ketentraman dan 

ketertiban, perlindungan masyarakat, dan lain-lain. 

Dengan demikian, Kepala Desa/Petinggi Kampung memiliki tugas dan 

wewenang yang besar dalam menjalankan pemerintahan di desanya. Namun 

berdasarkan data dari Bada Pusat Statistik tahun 2021, tingkat pendidikan kepala 

desa di Indonesia di dominasi oleh lulusan SMA sebesar 57,54%, sedangkan 

Kepala Desa/Petinggi Kampung yang memiliki pendidikan S1 adalah 23,62%, dan 

kepala desa yang berpendidikan S2/S3 hanya 1,83%.5 Bahkan diantaranya ada yang 

 
4  Dody Eko Wijayanto, òKepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa 
Dalam Pembentukan Peraturan Desaó dalam Jurnal Independent edisi no. 1, Vol. 
II, 2014. 

5  Antara Maluku, òWakajati : Pendidikan kades rendah pengaruhi pengelolaan dana 
desaó, dikutip dari https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati -
pendidikan -kades-rendahpengaruhi -pengelolaan-dana-desa. 

https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
https://ambon.antaranews.com/berita/87217/wakajati-pendidikan-kades-rendah-pengaruhi-pengelolaan-dana-desa
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tidak lulus sekolah dasar, sehingga membuat kepala desa dengan pendidikan yang 

rendah tidak mampu memahami aturan dari Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDT) atau pun aturan dari 

Kementrian Dalam negeri (Kemendagri), sehingga terkadang terjadi penyimpangan 

akibat ketidak-mampuan kepala desa dalam memahami peraturan serta cara 

pengelolaan dana desa yang baik. 

Bahkan dana desa sering kali digunakan tidak dengan semestinya seperti 

membangun jalan dengan dana desa lalu disandingkan kualitasnya dengan 

pengerjaan jalan melalui proses lelang. Karena sejatinya dana desa ditujukan untuk 

pemberdayaan masyarakat Kampung, lalu dengan jumlah terbatas membangun 

jalan desa tentunya mengutamakan orang-orang desa itu sendiri, terutama para 

pengangguran sehingga tidak melihat kemampuan dan keahlian mereka. 

Untuk dana desa sejak tahun 2015 sampai tahun ini alokasi anggarannya 

selalu meningkat. Misalnya pada 2015 dialokasikan dana desa sebesar Rp. 20 

triliun, 2016 sebesar Rp. 46 triliun, 2017 sebesar Rp. 60 triliun, 2018 sebesar Rp. 

60 triliun, 2019 sebesar Rp. 70 triliun dan 2020 sebesar Rp. 72 triliun, kemudian 

2021 RAPBN naik menjadi Rp. 74 triliun disebar ke desa-desa. Meskipun dana 

desa naik setiap tahun namun perbaikan dan pembangunan desa-desa tidak terlihat 

signifikan dikarenakan kemampuan para kepala desa dalam mengelola dana desa.6 

Kinerja Kepala Desa/Petinggi Kampung dapat dilihat dari kualitas, kuantitas, 

kehandalan dan sikap. Kepala desa merupakan penanggung jawab di bidang 

pemerintahan terutama dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat. Kepala Desa/Petinggi Kampung bekerja untuk memberi kekuasaan 

kepada masyarakat desa agar bisa menentukan apa yang baik bagi mereka dan dapat 

membimbing mereka, pemberdayaan masyarakat yang dimaksud yaitu bagaimana 

upaya Kepala Desa/Petinggi Kampung untuk mengembangkan kemampuan, 

kemandirian dan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat bisa membangun diri 

sendiri dan lingkungannya secara mandiri. Jadi kinerja Kepala Desa/Petinggi 

Kampung sangat berhubungan erat terhadap pemberdayaan masyarakat dan juga 

pembangunan desa nya, jika kinerjanya baik maka akan menghasilkan 

pemberdayaan yang baik, jika kinerja Kepala Desa/Petinggi Kampung tidak baik 

maka pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan dan masyarakat tidak akan 

mengalami kemajuan. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

pada Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat dan Desa Tanjung Jan yang berada di 

Kercamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Peneliti 

tertarik untuk meneliti ketiga desa tersebut karena berada di bagian pedalaman 

Kalimantan Timur yang akses pendidikan nya masih cukup terbatas dikarenakan 

 
6  Sipandita, òAPBN Tahun 2024 Diketok, Dana Desa Tidak Jadió, dikutip dari 

https://www.sekoci.web.id/warta/baca -artikel.php . 

https://www.sekoci.web.id/warta/baca-artikel.php
https://www.sekoci.web.id/warta/baca-artikel.php
https://www.sekoci.web.id/warta/baca-artikel.php
https://www.sekoci.web.id/warta/baca-artikel.php
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tidak ada universitas di daerah itu dan letak geografis masing-masing desa yang 

berbeda juga seperti desa Pentat yang berada di jalur utama yang selalu dilalui oleh 

orang-orang yang menuju melak dan samarinda kota, desa Tanjung Isuy sebagai 

pusat pemerintahan dari Kecamatan Jempang yang juga berada di Tanjung Isuy 

sehingga daerah ini paling besar disbanding yang lainnya, dan desa Tanjung Jan 

yang masih bisa dikatakan sebagai pelosok atau lebih pelamana lagi karena tempat 

nya yang berada di bagian paling ujung dan berbatasan dengan Danau Jempang 

sehingga tidak ada aktivitas jalur seperti di desa Pentat. Diantara ketiga desa yang 

telah disebutkan di atas, hanya desa Tanjung Isuy yang memiliki sekolah tingkat 

SMA, sedangkan di desa Pentat hanya SMP dan di desa Tanjung Jan hanya sebatas 

SD. 

Wewenang Kepala Desa/Petinggi Kampung yang terbilang besar juga 

menjadi pertanyaan apakah relevan Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan 

kualifikasi pendidikan yang tidak setinggi Kepala Lurah memiliki kewenangan 

menjalankan otonomi daerah yang lebih besar dari pada Kepala Lurah, dikarenakan 

Kepala Lurah minimal pendidikan nya ialah S1 dan wajib PNS yang diutus oleh 

walikota dengan wewenang terbatas, berbanding terbalik dengan Kepala 

Desa/Petinggi Kampung yang memiliki wewenang yang sangat luas dalam 

menjalankan dan mengelola wilayahnya sendiri. Dan pendidikan yang baik juga 

membuat seorang pemimpin mampu mengambil keputusan yang rasional 

berdasarkan wawasan dan fakta dikarenakan memiliki ilmu yang lebih dalam 

terkait permasalahan yang ada. 

Keterbatasan-keterbatasan terbutlah yang menjadi tantangan di masa 

sekarang mengingat semakin berkembang dan semakin majunya teknologi 

informasi yang ada, demi menciptakan masyarakat dan generasi yang cemerlang, 

maka semua harus dimulai dari pemimpin nya. Oleh karena itu penting untuk 

mengetahui dan mencari tahu apakah jenjang pendidikan Kepala Desa/Petinggi 

Kampung berpengaruh terhadap kinerja nya dalam mengelola dan membangun 

desa yang dipimpin oleh nya. 

 

Nabi Muhammad SAW bersabda: 

 ̶у̲Я̲Л̲Т ϝ̲г̳к̲ϸϜ̲ϼ̲ϒ ̶е̲в̲м ,̴б̶Я̴Л̶Юϝ̴Ϡ ̴й̶у̲Я̲Л̲Т ̲Ϣ̲Ͻ̴϶̲цϜ ̲ϸϜ̲ϼ̲ϒ ̶е̲в̲м ,̴б̶Я̴Л̶Юϝ̴Ϡ ̴й̶у̲Я̲Л̲Т ϝ̲у̶жΗϹЮϜ ̲ϸϜ̲ϼ̲ϒ ̶е̲в ̴б̶Я̴Л̶Юϝ̴Ϡ ̴й  

Artinya: ñBarang siapa yang menginginkan kebahagian dunia, maka 

tuntutlah ilmu dan barang siapa yang ingin kebahagian akhirat, tuntutlah ilmu dan 

barangsiapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu.ò 

Allah juga berfirman didalam Al-Qurôan surah Al-Mujadalah ayat 11: 

 ̶у̴ϡ̲϶ ̲д̶н̳Я̲г̶Л̲Ϧ ϝ̲г̴Ϡ ̳м̲ ṟ̇ϥᴛϮ̲ϼ̲ϸ ̲б̶Я̴Л̶ЮϜ Ϝн̳Ϧ̶м̳Ϝ ̲е̶т̴ϻΖЮϜ̲м ṛ̶б̳Ы̶з̴в Ϝ̶н̳з̲вᴛϜ ̲е̶т̴ϻΖЮϜ ̳ ̴Й̲Т̶Ͻ̲тϽ  (̸ :̸ ̼  ̿: ϣЮϸϝϯгЮϜ) ̰ 

Artinya: ñAllah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.ò 
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Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk membuat karya ilmiah berjudul 

ñAnalisis Yuridis Dalam Penetapan Jenjang Pendidikan Petinggi Kampung Di 

Kecamatan Jempang (Studi Kasus di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat dan Desa 

Tanjung Jan)ò 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang diuraikan dalam studi ini 

yaitu, pertama, Apakah tingkat pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung satu-

satunya faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa 

Tanjung Isuy, Desa Pentat Dan Desa Tanjung Jan?; kedua, Apa faktor pendukung 

dan penghambat kinerja Kepala Desa/Petinggi Kampung dalam menjalankan 

program pemerintah Desa Di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat Dan Desa Tanjung 

Jan? 

Metode penelitian: Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kualitatif atau 

disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu memahami makna, perspektif subjek, 

dan proses yang terjadi secara mendalam dan rinci. Pendekatan pada penelitian ini 

yaitu Yuridis Empiris atau disebut juga penelitian lapangan yang mengkaji 

ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi dalam kenyataannya di dalam 

masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukm mengenai 

pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada 

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.7 Lokasi yang 

peneliti pilih merupakan beberapa Desa sebagai sampel di Kecamatan Jempang, 

seperti Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat, dan Desa Tanjung Jan. 

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian kepada perbedaan jenjang 

pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung dalam mempengaruhi kinerja 

pemerintah desa, dan masih relevan kah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, terkhusus Pasal 33 huruf yang mengatur tentang syarat minimal 

jenjang pendidikan sebagai calon Kepala Desa/Petinggi Kampung yaitu minimal 

SMP sederajat. 

 

B. Pembahasan 

Pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang menyenangkan agar 

peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan 

meliputi pengjaran keahlian khusus dan kebijaksaan.8 Tujuan pendidikan adalah 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

 
7  Heru Kurniawan, Pengantar Praktis Penyusun Instrumen Penelitian, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 2. 
8  Ratih Elvikha Yulasri, Konsep Pendidikaan Sebagai Suatu Sistem dan Komponen 

Sistem Pendidikan. (Padang: Pusat Kajian Humainora FPBS IKIP, 2019). h. 3. 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.9  

Selanjutnya peneliti akan menguraikan pembahasan dari rumusan masalah 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

 

 

1. Tingkat pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung satu-satunya faktor 

yang mempengaruhi terhadap kinerja pemerintahan desa di Desa 

Tanjung Isuy, Desa Pentat Dan Desa Tanjung Jan 

Peneliti menemukan beberapa hal yang berpengaruh dari perbedaan 

tingkat pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung, khusus nya di desa 

Tanjung Isuy, Pentat dan Tanjung Jan yang memiliki latar belakang pendidikan 

dan geografis desa yang berbeda. 

Kepala Desa/Petinggi Kampung merupakan pemimpin tertinggi di 

tingkat desa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Kepala 

Desa/Petinggi Kampung dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan 

Kepala Desa/Petinggi Kampung.10 Tugas pokok Kepala Desa/Petinggi 

Kampung, antara lain: menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, membina kemasyarakatan desa, memberdayakan 

masyarakat desa, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat 

dan lembaga lainnya.  

Tingkat pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung telah diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 33 huruf (d) yang 

menyatakan bahwa Kepala Desa/Petinggi Kampung dapat mencalonkan diri 

atau menjabat dengan standar pendidikan minimal sekolah menengah pertama 

(SMP).11 Kemudian Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa 

Pasal 39 ayat (1) yang mengubah masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per 

periode nya.12  

 

 

 
9  Suriyati, et.al., òTujuan, Alat dan Lingkungan Pendidikan Sebagai Faktor 
Determinan Dalam Pendidikanó, dalam Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Pendidikan 
Islam edisi No. 2, Vol. VII, 2022. 

10  Sarpin, òPeran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desaó dalam Jurnal Ilmiah 
Administrasi Negara no. 2, Vol. II, 2017. 

11  Pasal 33 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. 
12  Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa 
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Kriteria seorang pemimpin juga diatur didalam Al-Qurôan tentang Ulil 

Amri. Ulil Amri memiliki beberapa makna yaitu:13 

a. Menurut bahasa adalah setiap orang yang memerintah dan mengurus 

urusan.   

b. Menurut istilah, kata ulil amri dapat bermakna umum dan khusus.   

c. Makna umum dari ulil amri adalah setiap orang yang menguasai dan 

mengurus suatu urusan dengan kekuasaan yang sah, seperti suami yang 

berkuasa atas istrinya dan pemilik budak yang berkuasa atas budaknya.   

d. Makna khusus dari ulil amri adalah setiap orang yang menguasai dan 

mengurus urusan kaum muslimin dalam lingkup luas dan mencakup 

umum, seperti khalǭfah dan kepala negara. 

e. Jumhur ulama salaf dan khalaf dari kalangan mufassirǭn, fuqahǕ dan ulama 
akidah di antaranya Al- abarǭ berpendapat bahwa ulil amri adalah 

pemimpin dan penguasa. 

Ulil Amri memiliki kewajiban untuk menjaga dan menegakkan agama 

islam, menegakkan hukum yang adil, melindungi dan menjaga wilayah negara 

dan tempat suci kaum muslimin agar aman dari gangguan, menegakkan hukum 

had, memerangi orang yang menentang islam setelah didalwahi hingga masuk 

islam, mengambil harta fai dan memungut sedekah sesuai tuntutan syariôat 

tanpa rasa takut dan paksa, menentukan gaji pegawai dan pengeluaran kas 

negara tanpa berlebih-lebihan sesuai aturan syariat, memilih dan mengangkat 

orang-orang profesional untuk memegang jabatan strategis dalam rangka 

menjalankan tugas-tugas negara dan memilih orang-orang yang jujur untuk 

mengurusi keuangan negara, dan terjun langsung menangani persoalan penting 

dalam negara dan mencari tahu segala kondisi rakyat.14 

Ulil Amri merupakan pemimpin negara yang harus memiliki sejumlah 

kriteria tertentu yang wajib diperhatikan. Hal ini mengingat besarnya tanggung 

jawab yang diemban dan agar ia mampu memikul amanat besarnya. Kriteria 

ulil amri yang menjadi pemimpin tertinggi dalam negara yaitu: Islam, merdeka, 

baligh, berakal, laki-laki, berilmu, memiliki keadilan, dan memiliki kecakapan 

diri dan fisik.15 

Hal ini diatur didalam Al-Qurôan Surah An-Nisa Ayat 59: 

 ̳ϧ̶К̲Ͼϝ̲з̲Ϧ ̶д̴ϝ̲Т Ṝ̶б̳Ы̶з̴в ̴Ͻ̶в̶̲ъϜ п̴Юм̳Ϝ̲м ̲Ь̶н̳ЂΖϽЮϜ Ϝн̳Л̶у̴А̲Ϝ̲м ̲ Ϝн̳Л̶у̴А̲Ϝ Ϝᴘ̶н̳з̲вᴛϜ ̲е̶т̴ϻΖЮϜ ϝ̲лΗт̲ϝᴘᴛт  ̶с̴Т ̶б

 ̲д̶н̳з̴в̶ϕ̳Ϧ ̶б̳ϧ̶з̳Ъ ̶д̴Ϝ ̴Ь̶н̳ЂΖϽЮϜ̲м ̴ п̲Ю̴Ϝ ̳и̶мΗϸ̳Ͻ̲Т ̱̭с̶̲І(̼̀ :  ̻: Ṧ̭ϝЃзЮϜ)ϴ  ṙ̴Ͻ̴϶ᴛ̶ъϜ ̴а̶н̲у̶ЮϜ̲м ̴ϝ̴Ϡ   ̰Ͻ̶т

   ̯ы̶т̴м̶ϓ̲Ϧ ̳е̲Ѓ̶ϲ̲ϜΖм 

 
13  Siti Lutfiah, et.al., Ulul Amri Dalam Al -Qurõan (Studi Tafsir Tematik Ayat-Ayat 

Tentang Ulil Amr)i, (Bogor: Sekolah Tinggi Agama Islam Al -Hidayah, 2022), h. 
187. 

14  Siti Lutfiah, et.al., Ululé, h. 196. 
15  Siti Lutfiah, et.al., Ululé, h. 198. 
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Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada 

Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan 

hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya 

(di dunia dan di akhirat)." (Q.S.4: 59). 

Meskipun kriteria seorang pemimpin khsusnya Kepala Desa (Petinggi 

Kampung) telah diatur didalam hukum positif dan hukum islam, namun dengan 

berkembangnya zaman yang semakin modern mengikuti era digitalisasi, 

apakah kriteria tersebut masih relevan digunakan sebagai sumber hukum yang 

mengatur secara prosedural mulai dari syarat pencalonan hingga menjabat 

dikarenakan banyak dinamika yang telah berubah seiring berkembangnya 

zaman. 

Dari sini peneliti tertarik untuk melihat perbedaan-perbedaan dari 

pengaruh jenjang pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung yang berada 

dibawah naungan Kecamatan Jempang terkhusus Desa Tanjung Isuy, Pentat 

dan Tanjung Jan sebagai sampel dikarenakan pendidikan terakhir dari masing-

masing Kepala Desa/Petinggi Kampung berbeda seperti Kepala Desa/Petinggi 

Kampung Tanjung isuy memiliki pendidikan terakhir Sarjana Ilmu 

Pemerintahan dengan gelar S.IP, sedangkan Kepala Desa/Petinggi Kampung 

Pentat dan Tanjung Jan memiliki riwayat pendidikan terakhir yaitu SMA. 

Berikut beberapa poin yang menjadi tolak ukur perbedaan kinerja Kepala 

Desa/Petinggi Kampung berdasarkan jenjang pendidikan nya: 

a. Pengaruh jenjang pendidikan terhadap kinerja umum Kepala Desa/Petinggi 

Kampung 

Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan pendidikan sarjana seperti 

di Tanjung Isuy lebih sistematis dan mahir dalam menjalankan administrasi 

dan lebih cepat beradaptasi dengan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh 

badan pemerintahan yang lebih tinggi, hal tersebut berkaitan dengan lokasi 

desa nya yang menjadi pusat dari Kecamatan Jempang itu sendiri. Berbeda 

dengan Kepala Desa/Petinggi Kampung Pentat dan Tanjung Jan meskipun 

memiliki pendidikan yang lebih rendah namun tetap mampu menjalankan 

pemerintahannya dengan baik berdasarkan pengalaman dan kedekatan 

bersama masyarakat.16 Dan juga berdasarkan hasil analisis pengukuran 

keberhasilan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan maupun 

melaksanakan program desa berjalan baik karena bekerja berdasarkan 

peraturan yang berlaku, mengembangkan infrastruktur dengan baik, dan 

meningkatkan segala aspek di Tanjung Isuy 

Kepala Desa/Petinggi Kampung Pentat juga cukup terampil 

dikarenakan sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang menunjang 

 
16  Akhmadi, Kepala Desa/Petinggi Kampung Tanjung Isuy, Wawancara, Tanjung 

Isuy, 14 Agustus 2025. 
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kinerjanya sehingga tidak terlalu menghambat kinerjanya meskipun 

pendidikan terakhirnya SMA, walaupun ada kebijakan baru dari 

pemerintah yang lebih tinggi, tetapi dengan bantuan staff nya menjadi 

penunjang dalam memahami hal yang kurang dimengerti dan lokasi 

desanya yang strategis karena berada di jalur utama penghubung untuk 

masuk lebih dalam seperti kearah Melak.17 Beradasarkan hasil analisis 

keberhasilan kinerja pemerintah desa, desa pentat berjalan cukup baik dari 

segi pembangunan infrasturuktur meskipun demikian ada hal yang masih 

menjadi kendala dan perlu pengembangan kedepannya. 

Berbeda dengan Kepala Desa/Petinggi Kampung Tanjung Isuy dan 

Pentat, Kepala Desa/Petinggi Kampung Tanjung Jan terkesan lebih kaku 

dalam menjalankan administrasi desa, meskipun demikian mereka tetap 

mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang menunjang pekerjaan mereka. 

Lokasi desa nya yang sangat terpelosok dan jumlah penduduk yang tidak 

begitu banyak membuat Kepala Desa/Petinggi Kampung Tanjung Jan 

sangat jarang berkantor dikarenakan tidak ada urusan administrasi yang 

ditanganin, sehingga jika ada yang berkepentingan maka akan langsung 

datang ke rumah. Program yang menjadi fokus Kepala Desa/Petinggi 

Kampung sekarang adalah revitalisasi pelabuhan Danau Jempang yang 

berada di Tanjung Jan.18 dan berdasarkan hasil analisis keberhasilan kinerja 

pemerintah desa, keberhasilan pemerintah desa di Tanjung Jan masih 

cukup baik, namun yang menjadi PR besar adalah karena Kepala 

Desa/Petinggi Kampung Tanjung Jan gagal memperjuangkan program 

perbaikan akses jalan menuju Tanjung Jan ke pihak Kecamatan maupun 

Kabupaten.  

Berdasarkan pandangan masyarakat, gaya kepemimpinan Kepala 

Desa/Petinggi Kampung tidak hanya diukur berdasarkan latar belakang 

pendiikan, tetapi lebih kepada sejauh mana Kepala Desa/Petinggi 

Kampung mampu berkomunikasi dengan warganya, melibatkan 

masyarakat dalam setiap program pemerintah desa dan memberikan 

pelayanan serta pemenuhan hak masyarakat. Oleh karerna itu pendidikan 

memang berpengaruh, namun bukan satu-satunya faktor yang menjadi 

penentu kinerja serta gaya kepemimpinan Kepala Desa /Petinggi 

Kampung.19 

 

 

 

 
17  Flaurensius Edison, Kepala Desa/Petinggi Kampung Pentat, Wawancara, 13 

Agustus 2025. 
18  Moses Jemi, Kepala Desa/Petinggi Kampung Tanjung Jan, Wawancara, 

Tanjung Jan, 14 Agustus 2025. 
19  Reminam, Ketua Rt. 2 Desa Tanjung Jan, Wawancara, Tanjung Jan, 15 Agustus 

2025. 
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b. Peran pelatihan dan pembinaan dari pemerintah  

Peneliti juga menemukan bahwa pelatihan dan pembinaan dari 

pemerintah yang lebih tinggi memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas, perkembangan dan kinerja Kepala Desa/Petinggi 

Kampung. Pelatihan rutin selalu diberikan oleh pihak Kecamatan, 

Kabupaten hingga Kemendagri, bahkan dalam beberapa kasus pemerintah 

daerah setempat juga bekerjasama dengan pihak swasta demi menunjang 

program desa dari Kepala Desa/Petinggi Kampung.20 Melalui pelatihan-

pelatihan seperti ini Kepala Desa/Petinggi Kampung baik Tanjung Isuy, 

Pentat dan Tanjung Jan mendapatkan keterampilan teknis, kemampuan 

manajemen, hingga penguasaan teknologi digital. Dengan demikian 

pelatihan-pelatihan tersebut mampu menutup atau setidaknya mengurangi 

kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing Kepala Desa/Petinggi 

Kampung.21  

c. Faktor non-pendidikan yang mempengaruhi kinerja Kepala Desa/Petinggi 

Kampung 

Peneliti menemukan bahwa selain jenjang pendidikan, ada faktor 

lain yang juga mempengaruhi kinerja Kepala Desa/Petinggi Kampung. 

Seperti pengalaman beroganisasi sebelum menjabat, kedekatan personal 

Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan masyarakat, partisipasi aktif 

masyarakat saat ada musyawarah maupun kegiatan yang diselenggarakan 

pemerintah daerah, kondisi geografis desa, serta dukungan dari pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah yang lebih tinggi juga turut menentukan 

keberhasilan Kepala Desa/Petinggi Kampung dalam menjalankan 

pemerintahan dan program desa.22 

d. Digitalisasi pemerintahan desa  

Berdasarkan perkembangan zaman yang semakin mengandalkan 

teknologi digital atau biasa disebut dengan era digitalisasi, Kepala 

Desa/Petinggi Kampung tentu saja dituntut untuk mengikuti 

perkembangan tersebut mulai dari sistem administrasi berbasis teknologi 

seperti website portal pemerintah dan surat-menyurat online. Kepala 

Desa/Petinggi Kampung yang memiliki latar pendidikan sarjana seperti di 

tanjung isuy lebih cepat beradaptasi dengan perubahan ini dikarenakan 

mekanisme pendidikan yang telah dilalui lebih beragam daripada saat di 

SMA. Meskipun demikian Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan 

pendidikan SMA sederat juga tetap mampu menyesuaikan diri berkat 

pelatihan rutin dan berkelanjutan. Digitalisasi adminitrasi terbukti 

meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transparansi administrasi, 

kecepatan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi baik kepada kecamatan, 

 
20  Flaurensius Edison.... 
21  Akhmadi...  
22  Moses Jemié 
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kabupaten hingga pemerintah pusat, juga mempercepat akses informasi 

bagi masyarakat disekitar. 

Meskipun pencalonan Kepala Desa/Petinggi Kampung tidak terlalu kaku 

mengikuti kriteria pemimpin berdasarkan Undang-Undang maupun hukum 

islam yang berlaku, perlu diperhatikan bahwa orang yang mencalonkan diri 

menjadi Kepala Desa/Petinggi Kampung setidaknya harus amanah, memiliki 

keterampilan maupun kemampuan memimpin serta mengetahui porsi dan 

keahlian masing-masing individu juga sangat berpengaruh demi kepentingan 

dan kemslahatan umat. Posisi Kepala Desa/Petinggi Kampung bukan hanya 

sekedar menjadi pemimpin dari desa terkait, tetapi bagaimana seseorang dapat 

bertanggung jawab bekerja demi memenuhi kebutuhan, keperluan dan hak-hak 

masyarakat, bukan hanya sekedar menginginkan kekuasaan. hal seperti 

disebutkan oleh beberapa ulama dan hadits yaitu:23 

 

 

 

 

 

 

HR. Al-Bukhari  

 ̳Ͻ̶в̶̲цϜ ̲Ϲ̴̵Ђ̳м Ϝ̲Ϻ̴ϖ ̲Ьϝ̲Ц ϝ̲л̳ϧ̲Кϝ̲Ў̴ϖ ̲С̶у̲Ъ ̲Ьϝ̲Ц ̲ϣ̲КϝΖЃЮϜ ̶Ͻ̴З̲ϧ̶жϝ̲Т ̳ϣ̲жϝ̲в̶̲цϜ ̶ϥ̲Л̴̵у̳Ў Ϝ̲Ϻ̴ϗ̲Т(рϼϝϷϡЮϜ ϱуϳЋкϜмϼ) 

  ϣ̲КϝΖЃЮϜ ̶Ͻ̴З̲ϧ̶жϝ̲Т ̴й̴Я̶к̲ϒ ̴Ͻ̶у̲О п̲Ю̴ϖ 

Artinya: ñApabila amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya 

kiamatò. Orang itu (Arab Badui) bertanya, ñBagaimana hilangnya amanat 

itu?ò Nabi saw menjawab, ñApabila suatu urusan diserahkan bukan kepada 

ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat.ò (HR. Al-Bukhari). 

Ibnu al-Batthal menyebutkan: 

  ϜϺϗТ ̪етϹЮϜ Экϒ ϣуЮнϦ блЮ сПϡзуТ ̪блЮ ϱЋзЮϜ блуЯК ЌϽТм иϸϝϡК пЯК  блзгϧϚϜ ϹЦ ϣгϚцϜ дϒ

  ϜнЛ̵уЎ ϹЧТ ̪етϹЮϜ Экϒ ϽуО ϜмϹЯЦ 

.(ЬϝГϠ еϠϜϜ иϜмϼ)  ϝкϝтϖ пЮϝЛϦ   бкϹЯЦ сϧЮϜ ϣжϝвцϜ  

Artinya, ñBahwa para pemimpin telah diberi kepercayaan oleh Allah 

dan wajib untuk menasihati hamba-hamba-Nya, maka hendaknya mereka 

menyerahkan kepemimpinan pada ahli agama. Jika mencontoh selain ahli 

agama, maka mereka telah menyia-nyiakan amanah yang telah dianugerahkan 

Allah." (H.R. Ibnu Al-Batthal) 

Dalam perspektif Siyasah Syarôiyyah pengaturan urusan negara dan 

masyarakat yang berdasarkan pada prinsip dan jiwa syariat Islam untuk 

mewujudkan kemaslahatan. Ini merupakan bidang ilmu politik Islam yang 

 
23  Amien Nurhakim, òMaksud Hadits ôJika Perkara Diserahkan pada Bukan 
Ahlinya, Tunggulah Kiamatõó, Nu Online (Jakarta), 23 Oktober 2023. 
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mengatur kebijakan penguasa agar sesuai dengan hukum Islam dan bertujuan 

untuk menjaga kemaslahatan umat, dengan mengambil dasar-dasar dari Al-

Qur'an, Hadis, dan kaidah-kaidah fikih. Dikemukakan oleh Ibnu Aqail definisi 

dari Siyasah Syarôiiyah yaitu:24 

1) Bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang 

banyak. Ini menunjukan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks 

masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas 

dalam mengarahkan publik. 

2) Kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari 

beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat 

kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal 

seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang 

dan pilihan. 

3) Siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang 

tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah 

kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam 

siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat 

mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar iyyah 

adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan 

umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang 

seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam 

alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.25 

Dalam pandangan al-Mawardi, ijtihad merupakan sarana penting untuk 

menjaga keberlangsungan hukum Islam di tengah perubahan zaman. Selama 

suatu persoalan belum memiliki dalil yang jelas dan tegas dalam Al-Qurôan 

atau hadis, maka seorang ulama yang memenuhi syarat wajib melakukan ijtihad 

untuk menemukan hukumnya. Ijtihad tidak hanya menjadi ruang kreativitas 

intelektual, tetapi juga sebuah amanah ilmiah agar syariat tetap relevan dan 

mampu menjawab kebutuhan masyarakat seiring berkembangnya zaman. 

Namun, al-MǕwardǭ menekankan bahwa tidak semua orang dapat 

berijtihad. Aktivitas ini hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki 

kapasitas keilmuan tinggi yaitu :26 

a) Memiliki sifat adil dengan segala persyaratannya,  

b) Memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk berijtihad dalam 

masalah hukum dan pengelolaannya,  

c) Sehat mental,  

d) Sehat fisik,  

 
24  Wahijul Kadri dan Nurul Hidayah Tumadi, òSiyasah Sariyah & Fiqih Siyasahó 

dalam Jurnal Hukum Tata Negara edisi no. 2, Vol. V, 2022. 
25  Fauzul Hanif Noor Athief dan Resti Hedi Juwanti, òIjtihadó dalam Jurnal 

Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan edisi no. 2, Vol. XXIII, 2023. 
26  Syafruddin Syam, òPemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan 
Relevansinya Di Indonesiaó dalam Jurnal Al-Hadi edisi no. 02, Vol. II, 2023. 
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e) Berwawasan luas untuk mengatur kehidupan dan kepentingan umat,  

f) Memiliki keberanian dan ketegasan untuk melindungi rakyat dan 

menumpas musuh, dan  

g) Keturunan Kuraisy 

Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam sangat 

realistis dan demokratis. Hal ini disebabkan karena Imam Al-Mawardi 

membangun kerangka konseptual mengenai penyelenggaraan ketatanegaraan 

yang ideal berdasarkan permasalahan politik yang muncul pada realitas 

zamannya. Selain itu, Al-Mawardi telah mengembangkan konsep baru tentang 

ahl imamah, ahlul halli wal aqdi dan hubungan keduanya melalui kontrak sosial 

dan berdampak pada kehidupan politik yang lebih demokratis. penerapan 

konsep dan pemikiran Al-Mawardi tentang sistem pemerintahan Islam di 

Indonesia memberikan pengaruh yang besar dalam mewujudkan kehidupan 

berdemokrasi yang lebih adil, adanya pemisahan fungsi lembaga pemerintahan 

dalam teori trias politika: antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif 

pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori kontrak sosial yang 

dibangun Imam Al-Mawardi. Dengan demikian, pemikiran al-Mawardi dapat 

diterapkan di Indonesia.27 

2. Faktor pendukung dan penghambat kinerja Kepala Desa/Petinggi 

Kampung dalam menjalankan program pemerintah Desa Di Desa 

Tanjung Isuy, Desa Pentat Dan Desa Tanjung Jan 

Peneliti menemukan faktor pendukung dan penghambat yang terjadi 

dalam yang berkaitan dengan pendidikan kepala desa dalam menjalankan 

program pemerintah desa yaitu sebagai berikut; 

 

a. Faktor Pendukung  

1) Kepala Desa/Petinggi kampung yang memiliki pendidikan Sarjana 

lebih tertata dalam membangun desa yang dipimpin nya dan juga 

memiliki visi serta misi jangka panjang yang jelas untuk pembangunan 

desa nya di masa mendatang, dan memiliki invasi-inovasi baru untuk 

dibawa ke desa yang dipimpin nya.28 

2) Budaya gotong royong dan kebersamaan masyarakat desa  

Nilai kebersamaan masih terjaga kuat, sehingga Kepala Desa 

(Petinggi Kampung) seperti di Tanjung Isuy, Pentat dan Tanjung Jan 

tidak kesulitan menggerakkan warga untuk ikut serta dalam program 

pembangunan maupun program lainnya yang melibatkan banyak 

masyarakat. Hal ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam 

mempercepat tercapainya program yang digagas oleh Kepala 

Desa/Petinggi Kampung karena masyarakat sangat antusias jika ada 

program dari Kepala Desa/Petinggi Kampung yang berdampak pada 

 
27 Rahmawati, òSistem Pemerintahan Islam Menurut Al-Mawardi Dan Aplikasinya 
Di Indonesia.ó Dalam Jurnal Syariah dan Hukum edisi no. 2, Vol. XVI, 2020. 

28  Akhmadi dan Flaurensius Edison, Kepala Desaé 
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kemajuan maupun perkembangan masing-masing desa yang ada.29 Hal 

ini disebutkan juga didalam Al-Qurôan potongan Surah Al-Maidah 

Ayat 2 yaitu: 

 п̲Я̲К Ϝ̶н̳ж̲мϝ̲Л̲Ϧ ̲ъ̲м Ṙоᴛн̶ЧΖϧЮϜ̲м ̴̵Ͻ̴ϡ̶ЮϜ п̲Я̲К Ϝ̶н̳ж̲мϝ̲Л̲Ϧ̲м  ̲н̴г̶Ϫ̴̶ъϜ  ̴дϜ̲м̶Ϲ̳Л̶ЮϜ 

  ( :̹  ̽:ϢϹϚϝгЮϜ )  ̴Ϟϝ̲Ч̴Л̶ЮϜ ̳Ϲ̶т̴Ϲ̲І ̲ Ζд̴Ϝṙ ̲   Ϝн̳ЧΖϦϜ̲м 

Artinya: ñDan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 

sangat berat siksaan-Nya.ò (Q.S.6:2). 

 

 

3) Kedekatan Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan masyarakat  

Peneliti menemukan bahwa peran masyarakat merupakan salah 

satu faktor kunci dalam menciptakan pemerintahan desa yang 

partisipatif dan efektif. Kepala Desa (Petinggi Kampung) yang terjun 

langsung kelapangan untuk berdialog, mendengar keluhan, serta 

membuka ruang musyawarah dengan masyarakat membuat Kepala 

Desa (Petinggi Kampung) lebih mudah mendapatkan legitimasi dan 

dukungan dari masyarakat. Sehingga saat ingin melaksanakan program 

kerja nya, masyarakat bisa dengan antusias membantu program-

program yang digagas oleh Kepala Desa /Petinggi Kampung.30 

4) Fasilitas desa yang semakin membaik  

Peneliti menemukan bahwa perkembangan fasilitas desa yang 

semakin membaik menjadi salah satu indikator penting dalam 

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus 

kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan akses listrik, jaringan internet, 

serta sarana dan prasarana kantor desa yang memadai memberikan 

dampak positif yang sangat signifikan terharap efektivitas pelayanan 

publik maupun jalannya roda pemerintahan.31 

Bagi pemerintah desa fasilitas seperti ini mempermudah 

koumunikasi dengan pemerintah daerah lain nya maupun pemerintah 

pusat, sistem berbasis digital seperti aplikasi pengelolaan dana desa, 

pelaporan online dan koordinasi melalui pertemuan virtual. 32 

Sedangkan untuk masyarakat fasilitas seperti ini menjadi jalan 

masuk informasi dari luar, baik terkait pendidikan, kesehatan, 

ekonomi, dan peluang usaha. Bahkan anak-anak sekolah juga dapat 

 
29  Moses Jemi dan Flaurensius Edison, Kepala Desaé 
30  Aung dan Denny Saputra, Ketua RTé 
31  Akhmadi, Kepala Desaé 
32  Flaurensius Edison, Kepala Desaé 
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mengakses materi belajar secara daring, dan pelaku UMKM bisa 

memasarkan produk secara online. 33 

5) Peran perangkat desa yang mendukung  

Perangkat desa berperan penting dalam mendukung kinerja 

Kepala Desa/Petinggi Kampung, terutama ketika Kepala 

Desa/Petinggi Kampung memiliki keterbatasan dalam bidang 

pendidikan maupun keterampilan administratif, kehadiran perangkat 

desa yang memiliki keterampilan teknis, serta pemahaman 

administrasi yang baik dapat menjadi penopang utama dalam 

penyelenggaraan tugas pemerintah desa. Sinergi antara pembagian 

tugas Kepala Desa/Petinggi Kampung dan perangkat desa 

memungkinkan tugas-tugas seperti pemerintahan, pelayanan publik, 

hingga pengelolaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif. 34 

6) Dukungan pemerintah dan lembaga terkait  

Dengan adanya program pelatihan, bimbingan teknis, serta 

pendampingan dari pihak kecamatan, kabupaten hingga pemerintah 

pusat, sangat membantu Kepala Desa/Petinggi Kampung dalam 

mengikuti dinamika perkembangan yang ada, memahami aturan atau 

kebijakan baru, menjalankan program sesuai ketentuan dan mengikuti 

perkembangan zaman yang semakin modern. Sehingga Kepala 

Desa/Petinggi Kampung lebih siap untuk menghadapi tantangan, 

mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan terdorong untuk 

berinovasi dalam menjalankan program desa maupun pembangunan 

desa. 35  

7) Ketersediaan dana desa  

Ketersediaan Dana Desa menjadi salah satu faktor paling penting 

dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di 

tingkat desa. Alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 

hingga Pemerintah Pusat memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi 

Kepala Desa/Petinggi Kampung untuk merancang, mengelola, dan 

melaksanakan program-program prioritas sesuai kebutuhan 

masyarakat. Dengan adanya dana tersebut, desa dapat membiayai 

berbagai sektor pembangunan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, 

jembatan, dan sarana umum, hingga peningkatan layanan kesehatan 

dan pendidikan. Tidak hanya itu, Dana Desa juga memungkinkan 

adanya program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan 

keterampilan, bantuan usaha kecil, maupun pengembangan potensi 

lokal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 36  

8) Partisipasi aktif tokoh masyarakat dan lembaga desa  

 
33  Aung, et.al, Ketua RTé 
34  Moses Jemi, Kepala Desaé 
35  Flaurensius Edison, Kepala Desaé 
36  Flaurensius Edison dan Moses Jemi, Kepala Desaé 
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Keterlibatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kampung 

(KASI PMK), tokoh agama, tokoh adat, serta organisasi masyarakat 

desa dalam mendukung kebijakan Kepala Desa/Petinggi Kampung 

turut menjadi faktor penguat dalam menjalankan program, dikarenakan 

dalam melaksanakan program desa, Kepala Desa/Petinggi Kampung 

memerlukan dukungan dari semua elemen masyarakat maupun 

pemerintah yang lebih tinggi agar proses nya berjalan dengan lancar 

demi memajukan desa. Dengan adanya partisipasi aktif dari semua 

elemen ini membuat Kepala Desa/Petinggi Kampung tidak bekerja 

sendirian, melainkan bersamasama membangun desa dan memberikan 

manfaat nyata bagi seluruh warga. 

b. Faktor Penghambat  

1) Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan Kepala 

Desa/Petinggi Kampung  

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 

pendidikan formal terutama untuk Kepala Desa/Petinggi Kampung 

yang merupakan pemimpin dengan wewenang yang besar seperti 

membuat kebijakan hingga pengaturan dana desa. Karena dalam proses 

pemilihannya masyarakat cenderung melihat aspek non-akademik 

seperti popularitas, pengalaman bekerja di desa, pengaruh keluarga dan 

kekerabatan. Sehingga hal tersebut justru sering kali lebih dominan 

dari pada menilai latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh calon 

pemimpin desa. 37 

Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa pendidikan formal 

bukan faktor utama yang menentukan keberhasilan Kepala 

Desa/Petinggi Kampung. Sehingga pendidikan formal dipandang 

sebagai formalitas belaka, seperti hanya sekedar memenuhi syarat 

administrasi, bukan modal utama untuk meningkatkan kualitas 

kepemimpinan. 38 

Hal ini terjadi di Tanjung Jan dimana masyarakat tidak 

menjadikan jenjang pendidikan sebagai tolak ukur utama dalam 

memilih calon Kepala Desa/Petinggi Kampung. 39 

2) Kondisi geografis dan aksesibilitas desa  

Kondisi geografis desa terutama di Tanjung Jan menjadi faktor 

penting yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan.40 Karena posisi Tanjung Jan lebih 

pelosok dan cukup jauh dari jalur utama. Membuat proses 

pembangunan nya lambat karena kendaraan besar seperti truck tidak 

bisa masuk, beberapa faktor diantaranya jembatan danau jempang 

 
37  Akhmadi dan Flaurensius Edison, Kepala Desaé 
38  Aung dan Denny Saputra, Ketua RTé 
39  Reminam, Ketua RTé 
40  Reminam, Ketua RTé 
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masih kayu dan mengalami kerusakan serta jalur menuju Tanjung Jan 

yang tidak besar dan masih banyak yang belum di aspal. Akibatnya 

distribusi barang kebutuhan pokok, bahan bangunan dan sarana 

pendukung pembangunan lainnya sulit masuk sehingga membuat 

pembangunan Tanjung Jan lebih lambat dibandingkan dengan desa 

yang memiliki akses jalan dan transportasi yang memadai. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 1 

Kondisi Geografis Jalan di Tanjung Jan 

 
Sumber Foto: Hasil Observasi Geografis di Tanjung Jan, diambil 

tanggal 13 Agustus 2025 

 

Gambar 4.2 

Hasil Observasi akses jalan menuju Tanjung Jan 
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Sumber Foto: Hasil Observasi Geografis di Tanjung Jan, diambil 

tanggal 13 Agustus 2025 

3) Pengaruh politik dan kepentingan pribadi  

Peneliti menemukan bahwa pengaruh politik dan kepentingan 

pribadi sering kali menjadi faktor yang menghambat tercapainya 

pembangunan yang adil dan merata. Kepala Desa/Petinggi Kampung 

terkadang terjebak dalam kepentingan politilk praktis, terutama setelah 

proses pemilihan yang melibatkan dukungan dari kelompok-kelompok 

tertentu.42 Kondisi seperti ini membuat Kepala Desa/Petinggi 

Kampung cenderung lebih fokus memenuhi janji politik kepada 

pendukungnya atau mengutamakan kelompok yang dianggap berjasa 

dalam proses pemilihan, dibandingkan memperhatikan kebutuhan 

masyarakat secara keseluruhan. 43  

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi peneliti yang berjudul Analisis 

Yuridis Dalam Penetapan Jenjang Pendidikan Ptinggi Kampung Di Kecamatan 

Jempang (Studi Kasus di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat dan Desa Tanjung Jan), 

peneliti menemukan bahwa perbedaan jenjang pendidikan Kepala Desa/Petinggi 

Kampung memiliki pengaruh terhadap kinerja, yang menentukan keberhasilan 

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. maka disimpulkan bahwa tingkat 

pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kinerja Kepala 

Desa/Petinggi Kampung di Desa Tanjung Isuy, Desa Pentat, dan Desa Tanjung Jan 

dikarenakan ada kemampuan non-formal yang juga berpengaruh menunjang 

keberhasilan Kepala Desa/Petinggi Kampung dalam menjalankan tugasnya. 

Meskipun kemampuan non-formal tersebut bersifat relatif, namun hal tersebut juga 

berpengaruh dalam melaksanakan kinerja pemerintah desa. 

Kepala Desa/Petinggi Kampung dengan latar belakang pendidikan Sarjana 

lebih sistematis, mahir dalam administrasi, serta cepat beradaptasi dengan 

 
42  Denny Saputra, Ketua RTé 
43  Aung, Ketua RTé 
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kebijakan baru, lebih tertata serta terarah dan memiliki visi dan misi yang jelas, 

serta mampuy melihat peluang untuk dijadikan program prioritas dalam 

pembangunan desanya sesuai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Kepala 

Desa/Petinggi Kampung yang berpendidikan SMA tetap mampu menjalankan 

pemerintahan desa dengan baik berkat kedekatan dengan masyarakat, serta 

dukungan pelatihan rutin dari pemerintah. Namun Kepala Desa/Petinggi Kampung 

kurang memiliki visi misi yang lebih siap, dan juga pemerataan serta pembangunan 

desa nya yang terbilang tidak seperti Kepala Desa/Petinggi Kampung yang Sarjana. 

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor 

pendukung dan penghambat dalam kaitannya dengan jenjang pendidikan Kepala 

Desa/Petinggi Kampung terhadap pelaksanaan program pemerintah desa terbagi ke 

dalam dua bagian utama yaitu, Faktor Pendukung: Kepala Desa/Petinggi 

Kampung yang memiliki pendidikan sarjana lebih tertata dan sistematis dalam 

memahami kebijakan dan menjalankan program desa, dalam melaksanakan 

tugasnya Kepala Desa/Petinggi Kampung didukung oleh budaya gotong royong 

yang masih melekat di masyarakat sehingga program pemerintah desa mudah 

diterima masyarakat dan Kepala Desa/Petinggi Kampung yang dekat dengan 

masyarakat sangat penting, fasilitas seperti sinyal dan listrik yang memadai juga 

sangat menunjang proses pemerintahan desa. Faktor Penghambat: Kurangnya 

kesadaran akan pentingnya pendidikan Kepala Desa/Petinggi Kampung karena 

keterbatasan pendidikan di desa membuat masyarakat kurang kritis menanggapi 

hal seperti ini, hal ini juga berkaitan dengan politik balas budi atau kepentingan 

pribadi yang dilakukan Kepala Desa/Petinggi Kampung yang justru menghambat 

proses berjalannya pemerintahan desa karena adanya politik balas budi dan hal 

tersebut mengganggu program desa. 
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